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ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 141 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2022 serta untuk memenuhi kebutuhan operator Sipol pada tahapan
pendaftaran, veifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum
Tahun 2024, serta pengelola data dan dokumen partai politik secara
berkelanjutan, perlu menetapkan Keputusan Sekrertaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Partai Politik
(Sipol) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 6398); Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Rl Tahun
2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan



CATATAN :

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680)..

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022
tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi
Khusus Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197
Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor
302 Tahun 2022 diatur tentang :

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Iga Ayu Rizka Fauziah sebagai operator Sistem
Informasi Partai Politik (Sipol) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gresik;

Operator Sipol melaksanakan tugas fasilitasi pelaksanaan tahapan
pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum,
serta mengelola data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2022.



